
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Khamr atau yang biasa disebut dengan minuman keras dewasa ini suadah 

menjadi hal yang wajar beredar dikalangan masyarakat. Bagaimana tidak, 

pergaulan diIndonesia yang semakin kebarat-baratan membuat minuman keras 

ini  dapat  beredar dengan  cepat  diIndonesia.  Baik  kaum  muda  ataupun  tua 

sudah tidak asing lagi dengan minuman keras. Tidak hanya beredar di bar 

bahkan  diwarung  pinggir  jalan  sudah  lazim  memperjual-belikan  minuman 

keras. Hal ini semakin mudah membuat orang-orang menyalah gunakan 

penggunaan minuman keras ini. 

GHO-WHO mencatat mengenai penggunaan alkohol percapita di seluruh 

dunia pada tahun 2010 yang dipublikasikan melalui Global Information System 

on Alcohol and Health (GISAH), menyebutkan bahwasannya penggunaan 

alkohol yang demikian telah mengakibatkan kematian pada 3,3 juta jiwa per 

tahunnya serta mengakibatkan 60 jenis penyakit yang ditimbulkan karena 

penyalahgunaan alkohol
1
. 

Khamr secara bahasa diambil dari kata al-khamru dari bahasa Arab dari 
 

kalimat al-khamru yang artinya adalah sesuatu yang menghalangi ataupun 

menutupi, sedangkan menurut istilah, para jumhur ulama berpendapat definisi 

dari khamr ialah saripati perasan dari anggur yang di didihkan “يَا انْعَُةَُ ارِاَ عَهَى” 

Tidak hanya dari saripati anggur, namun juga saripati kurma. Seperti dalam 

hadts  no.  1272  kitab  bulughul  maram  disebutkan  mengenai  khamr  yang 

berbunyi
2 

: 

 

رَ رضي الله عنو قاَلَ  ًَ سَةِ: يِنْ وَعَنْ عُ ًْ رِ, وَىِيَ يِنْ خَ ًْ : )نَزَلَ تحَْرِيْىُ انْخَ

رُ : يَا خَايَرَ انْعقَْمَ (  ًْ رِ, وَانْعَسَمِ, وَانْحِنْطَةِ, وَانْشَّعِيْرِ وَانْخَ ًْ انْعِنةَِ , وَانتَّ

 يُتَّفَقٌ عهيو
 

 
 

 

E Eko Teguh Pribadi, Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analis Determinan SWOT, 
dan CARAT, Journal of Health Science and Preventiion, Vol. 1 (1), April, 2017, hlm 24 
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 “dari Umar Radhiyallahu‟anhu berkata: telah turun ayat yang mengharamkan 

arak yang terbuat dari lima (bahan), yaitu: anggur, kurma, madu, gandum dan 

sya'ir. Arak ialah sesuatu yang dapat merubah pikiran (akal). Muttafaq Alaihi” 

Dari hadits diatas dapat kita ketahui bahwasannya khamr merupakan saripati 

buah  yang  terdapat  pada  lima  bahan  diantaranya:  anggur,  kurma,  madu, 

gandum, dan sya‟ir yang dapat membuat seseorang kehilangan akal (pikiran). 

Menurut  imam  syafi‟i,  segala  minuman  yang  memabukkan  adalah  bersifat 

haram,  baik  sedikit  ataupun  banyak  kadar  dari  minuman  yang  berakohol 

tersebut tetap dihukumi haram. Dalam kitab mukhtashar al-Muzani yaitu kitab 

ringkasan dari Al-Umm disebutkan : 
 

 
كُمُّ شَرَابٍ أسَْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَهِيْهُوُ حَرَاوٌ وَفِيْوِ انحَدُّ قِيَاسًا عَهَى  –رحًو الله  -)قَالَ انشَّافِعِيّ( : 

رِ  ًْ  3 انخَ
 

 
 

“Imam Syafi‟i berkata : semua minuman yang memabukkan sedikit atau 

banyak   adalah   haram,   hal   ini   diqiyaskan   pada   khamr.”   Syafi‟i   juga 

menyebutkan bahwasannya khamr merupakan hal yang najis انخًر نجسة, hal 

ini dikarenakan sifat dari khamr tersendiri yang memabukkan.
4

 

Mengenai hukuman bagi peminum khamr dalam hukum islam atau jinayah 
 

adalah cambuk. Mengenai jumlahnya tersendiri terjadi perbedaan pendapat 

dikalangan ulama, pendapat yang paling jumhur mengatakan bahwasannya 

hukuman bagi peminum khamr adalah sebanyak delapan puluh kali cambuk, 

sedangkan menurut syafi‟i sebanyak empat puluh kali cambuk. Baik delapan 

puluh kali ataupun empat puluh kali cambukkan, keduanya ada dalam hadits
5
: 

 
 

ٌَّ انَُّْثِيِّ صهى الله عهيّ و سهى أتىَ تشَِجُمٍ قذَْ شَشِبَ  ٍِ يَانك سضي الله عُّ ) أَ ٍْ أََسَِ تْ وَعَ

 ٍِ شَ, فجََهْذَُِ تجَِشِيْذتَيَْ ًْ شَ اسِْتشََاسَ انَُّاسَ, انْخَ ًَ ٌَ عُ ا كَا ًَّ ٍَ قَالَ : وَفعَهََُّ أتَىُْ تكَْشٍ, فهََ َحَْىَ أسَْتعَِيْ

شَ( يتفّق عهيّ ًَ , فَايَشَ تّ عُ ٌِ اَىُْ ًَ ٍُ عَىْفٍ: أخَفَّ انْحُذوُْدِ ثَ ٍِ تْ ًَ حْ  فَقَالَ عَثْذُ انشَّ

  
   
 
 
 
 

3Abu Ibrahim Al-Muzani,Mukhtashor Al-Muzani,(Beirut: Daarul Makrifah,1990) 
4 
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,(Jeddah: Daarul Minhaj,2000),hlm.425 
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 “Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi 

wa Sallam pernah didatangkan seorang yang telah minum arak, lalu 

memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali. Perawi 

berkata: Abu Bakar juga melakukan demikian. Pada masa Umar, ia 

bermusyawarah dengan orang-orang, lalu Abdurrahman Ibnu 'Auf berkata: 

Hukuman   paling   ringan   adalah   delapan   puluh   kali.   Kemudian   Umar 

memerintahkan untuk melaksanakannya. Muttafaq Alaihi
6
” 

 

Meskipun hukum islam telah mengatur hukum dengan jarimah hudud 

cambuk, namun demikian tentu saja tidak dapat diterapkan disemua daerah 

yang ada diIndonesia. Karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang 

memiliki keberagaman agama, maka setiap pemerintah membuat sanksi bagi 

peminum dan penjual minuman keras yang dihasilkan dari musyawarah dengan 

berpedoman pada perundang-undangan dan falsafah negara. Namun demikian, 

Indonesia sebagai negara yang memiliki warga dengan mayoritas islam tetap 

memasukkan nilai-nilai hukum islam kedalam hukum yang dapat diberlakukan 

di Indonesia. Tidak hanya itu, dimasing-masing daerah sudah ada kewenangan 

untuk mengatur sanksi berkaitan dengan peminum dan penjual minuman keras. 

Tentu saja setiap daerah mempunyai kebijakannya masing-masing dalam 

menentukan sebuah sanksi yang tepat sesuai dengan kesiapan masyarakatnya. 

Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh pmerintah daerah untuk 

mengatur  masyarakat  disekitarnya  agar  dapat  hidup  dengan  damai  dan 

makmur. Seperti yang dikatakan dalam kaidah fiqh bahwasannya “ahkamul 

khas aqwaa min ahkamil ‘amm” yang artinya hukum yang khusus lebih kuat 

dibanding hukum yang umum. Ini artinya hukum yang berlaku disuatu daerah 

lebih kuat untuk dipatuhi dari hukum pada umumnya kecuali hukum tersebut 

bertentangan dengan hukum dasar dan hukum syar‟i. 

Sebelum adanya perda, Aceh sudah mempunyai hukum daerahnya terlebih 

dahulu. Hal ini dikarenakan Aceh mempunyai keistimewaan tersendiri yang 

diberikan oleh pemerintah hal ini dipertegas dalam undang-undang no.14 tahun 

1999 tentang otonom khusus. Hukum daerah yang berlaku di Aceh adalah 

 
6
Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalana,Op.cit.
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qanun. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku 

di Aceh. Pengertian khamar dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Bab 1 No. 

21   disebutkan   Khamar   adalah   minuman   yang   memabukkan   dan/atau 

mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih
7
. 

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwasannya khamr 

merupakan minuman yang memabukkan. Dalam Qanun sendiri sebutkan 

bahwasannya  khamr  merupakan  minuman  yang  memabukkan  dan  dilarang 

oleh syariat islam serta adat yang ada. Hal ini tercantum dalam Qanun Provinsi 

Aceh Nomor 12 Tahun 2003 yaitu mengkonsumsi minuman khamar dan 

sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam, merusak kesehatan, 

akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluang menimbulkan maksiat lainnya
8
. 

 

Selain Aceh yang telah mengeluarkan sanksi tentang minuman keras, di 

Jawa Barat sudah ada Purwakarta yang mengatur tentang minuman keras yaitu 

pada Perda No.13 Tahun  2007.  Dalam  perda tersebut  dijelaskan  mengenai 

pengertian khamr atau minuman keras Pasal 1 Poin 8 adalah minuman 

berakohol yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan kimia atau 

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi 

atau  fermentasi  tanpa  destilasi,  baik  dengan  cara  memberikan  perlakuan 

terlebih dahulu,tidak menambahkan bahan lain ataupun tidak, mau yang 

diproses  ataupun  dengan  cara  pengenceran  minuman  yang  mengandung 

ethanol
9
. 

 

Dalam  perda  kabupaten  Purwakarta  Nomor  13  Tahun  2007  pasal  10 

terdapat tiga golongan minuman keras atau minuman berakohol yang 

dikelompokkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai 

berikut : 

a.   Minuman Berakohol Golongan A 
 

Minuman keras dengan kadar ethanol (C2H5OH) yaitu dari 1% (satu persen)- 
 

5% (lima persen) 
 
 

7 
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Bab 1 No. 21 

8 
Syariffudin Usman, Tindak Pidana Minuman Khamardalam Qanun Provinsi Aceh 

No. 12 Tahun 2003, LEGITIMASI, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012, hlm.17 
9
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No.13 Tahun 2007 Pasal 1 Poin 8
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b.   Minuman Berakohol Golongan B 
 

Minuman keras dengan kadar ethanol (C2H50H) lebih dari 5% (lima persen)- 
 

20% (duapuluh persen) 
 

c.   Minuman Berakoholo Golongan C 
 

Minuman keras dengan kadar ethanol (C2H50H) 20% (duapuluh persen) – 
 

55% (lima puluh lima persen) 
 

Ditinjau dari paparan diatas dapat kita ketahui bahwasannya semakin atas 

golongan maka semakin tinggi kadar ethanol (C2H5OH) pada minuman 

tersebut. Golongan-golongan minuman berakohol diatas juga merupakan jenis 

golongan   minuman   berakohol   yang   dilarang   dalam   Perda   Kabupaten 

Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 Pasal 11 yang menyatakan bahwasannya : 

1)   Setiap  orang,  badan  hukum,  ataupun  perusahaan  dilarang  memproduksi 

minuman keras didaerah untuk semua jenis golongan minuman berakohol 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

2)   Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan perbuatan atau mengoplos 

minuman keras dengan cara tradisional maupun bukan yang dapat 

mengakibatkan mabuk untuk dikonsumsi sendiri ataupun oranglain. 

Walapun Global Health Observatory (GHO-WHO) mencatat bahwasannya 

pada tahun 2010 lalu, pengkonsumsian minuman keras diIndonesia kurang dari 

2,5  liter/orang/kapita  namun  perlu  dipahami  bahwa  situasi  permasalahan 

alkohol   di   Indonesia   sangatlah   kompleks.   Maraknya   masyarakat   yang 

cenderung  mencampur  minuman beralkohol  dengan  zat  lain  dengan  tujuan 

untuk meningkatkan efek mabuk yang seringkali disebut dengan oplosan justru 

menimbulkan resiko berbahaya berupa kematian sangat marak. Selain itu, tata 

niaga peredaran minuman keras di Indonesia berdasarkan kebijakan produksi, 

distribusi, dan konsumsi masih banyak memiliki celah pelanggaran dan sulit 

untuk mendapatkan angka pasti jumlah peredaraannya
10

. Berdasarkan uraian 
 

yang telah dipaparkan diatas, maka perlu adanya penelitian yang lebih lanjut 

terhadap  sanksi  yang  diterapkan  oleh  Perda  Purwakarta  dan  Qanun  Aceh 

terhadap peminum dan penjual minuman keras. 

 
10

Eko Teguh Pribadi, Op. cit., hlm. 25



6 

 

 

 
 
 
 

 

B.  Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diuraikan beberapa pokok 

permasalahan dalam uraian rumusan msalah berikut ini : 

1.   Bagaimana sejarah adanya Perda dan Qanun Aceh? 
 

2.   Apa dasar hukum yang melandasi khamr dijadikan suatu perbuatan tindak 
 

pidana? Dan bagaimana relevansinya dengan pendapat imam Syafi‟i? 
 

3.   Bagaimana efektivitas sanksi terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan 
 

Perda Kabupaten Purwakarta No.13 Tahun 2007? 
 

C.  Tujuan Masalah 
 

Adanya suatu penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan agar dapat 

menemukan, mengembangkan serta menguji suatu kebearan dalam suatu 

pengetahuan.  Dengan  demikian  penelitian  ini  memiliki  tujuan  diantaranya 

untuk : 

1.   Mengetahui sejarah adanya perda dan Qanun Aceh. 
 

2.   Mengetahui dasar hukum danrelevansi pandangan Imam Syafi‟i terhadap 
 

khamr dijadikan sebagai tindak pidana. 
 

3.   Mengetahui efektifitas sanksi bagi peminum khamr terhadap Qanun Aceh 
 

No. 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Purwakarta No.13 Tahun 2007 
 

D.  Manfaat Penelitian 
 

Adanya Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1.   Untuk mengetahui perbandingan hukum antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 
 

2014 dan Perda Kabupaten Purwakarta No. 13 Tahun 2007 tentang sanksi 

minuman keras serta relevansinya dengan pendapat Imam syaf‟i. 

2.   Sebagai  masukan  dan   pengetahuan  bagi  masyarakat   agar  menjauhi 

minuman keras, baik mengkonsumsinya maupun memperjual-belikannya. 

3.   Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah 

dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab serta mencapai gelar Sarjana 

S1.
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E.  Kerangka Berpikir 
 

Indonesia merupakan negara hukum, yang menempatkan suatu hukum 

menjadi  hal  uang tertinggi  (supremasi  hukum).  Supermasi  hukum  haruslah 

berdasarkan pada tiga gagasan dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan 

kepastian. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juncto ketiga ditegaskan 

bahwasannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian 

Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan 

pada hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machtstaat). Untuk 

mengatur permasalahan hukum maka dibentuklah Undang-Undang Dasar 

(UUD). 

Undang-undang dibentuk untuk mengatur dan menata kehidupan dalam 

suatu negara agar suatu masyarakat memperoleh suatu kepastian, kemanfaatan 

dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maka demikian 

salah satu dasar terhadap suatu penyelenggaraan pemerintahan negara hukum 

adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baik agar 

mudah diterapkan terhadap masyarakat. 

Menurut Socrates hakikat hukum atau suatu Peraturan Perundang- 

undangan  ialah  keadilan.  Hukum  berfungsi  melayani  kebutuhan  keadilan 

dalam  masyarakat.  Hukum  menunjuk  pada suatu  aturan  hidup  yang sesuai 

dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan, ketertiban dan keamanan
11

. 

Adanya Undang-undang  yang mengatur  tentang  sanksi  minuman keras 

atau khamr merupakan suatu bentuk hukum yang melindungi masyarakat, 

adanya  hukum  tersebut  adalah  untuk  mencapai  aturan  hidup  yang  dicita- 

citakan bersama salah satunya yaitu ketertiban dan kedamaian. Tanpa adanya 

hukum, manusia yang satu akan menjadi serigala bagi manusia yang lain (homo 

homini lupus)12. 

Dalam  pasal  28H  ayat  1  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 

Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
 

11 
J.J. Von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, (Jakarta : PT. 

Pembangunan Jakarta, 1958). hlm. 9 
12 
Ibid.,hlm.136
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berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Minuman keras dapat 

membahayakan kesehatan bagi para peminumnya, tidak hanya itu orang yang 

sedang mabuk karena minuman keras dapat membahayakan nyawa oranglain, 

disaat peminum kehilangan akal ia dapat   melakukan apasaja dibawah alam 

sadar mereka, sehingga dengan adanya peminum khamr masyarakat akan 

merasa tidak aman. 

Sedangkan dalam Rancangan Undag-Undang (RUU) bahwasannya setiap 

warga negara itu berhak mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan 

sehat, sejahtera lahir dan batin, yang merupakan hak asasi yang dijamin 

pemenuhannya oleh negara untuk melindungi kehidupan segenap bangsa 

Indonesia. Dengan demikian, hal tersenut salh satunya menjadi alasan mengapa 

mengkonsumsi  khamr  dilarang,karena  efek  yang  disebabkan  dari  khamr 

sendiri dapat berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan dalam masyarakat. 

Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai perundang-undangan yang 

secara jelas mengenai sanksi bagi peminum minuman keras (khamr) namun 

demikian, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur hukum atau 

peraturannya sendiri mengenai sanksi bagi peminum minuman keras. Hal ini 

sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 18 ayat 

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang 

berbunyi; “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 Ayat 1 mengenai 
 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : 

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; 
 

d. Peraturan Pemerintah; 
 

e. Peraturan Presiden; 
 

f. Peraturan Daerah Provinsi; 
 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
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Dari jenis dan hierarki diatas dapat disimpulkan bahwasannya peraturan 

yang ada disuatu daerah merupakan bagian   dari perundang-undangan yang 

merupakan sistem hukum nasional sesuai dengan ideology negara yang berlaku 

disuatu daerah dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat. Dalam Pasal 1 

angka 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, 

Peraturan Daerah disebut Peraturan Daerah (Perda) atau yang disebut dengan 

nama lain ia Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Adapun   Kekuatan 

hukum suatu peraturan daerah (Perda) baik Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota 

berada sesuai dengan hierarki yang dimaksud dalam UU No.12 Tahun 2011 

Pasal 7 ayat 1. 
 

Apabila  ditinjau  dalam  hukum  islam,  tujuan  islam  disebut  dengan 
 

maqashid syariah dalam hal itu terdapat lima tujuan adanya hukum diantaranya 
 

: hifdz ad-din (menjaga agama) , hifdz nafs (menjaga jiwa), hifs’ aql (menjaga 

akal), hifz maal (menjaga harta), hifdz nasab (menjaga turunan). Tentunya 

sebagai  ummat  islam  lima  prinsip  maqashid  syariah  tersebut  harus  dapat 

diikuti  dengan  menjauhi  hal  yang  dilarang  oleh  Allah  untuk  kebahagian 

didunia maupun di akhirat. Salah satu upaya untuk menjagaa prinsip maqashid 

syariah adalah menjauhi minuman keras (khamr). Menjauhi minuman keras 

(khamr)  menjaga  agama,  karena  dengan  demikian  menjauhi  khamr  sama 

dengan menjauhi larangan Allah. Menjaga jiwa, karena demikian khamr dapat 

meningkatkan resiko terkena penyakit berbahaya jika diminum dalam jangka 

panjang, bahkan dengan meminum minuman kerasa juga dapatmembahayakan 

nyawa orang lain apabila peminum dalam keadaan mabuk dan tidak sadar 

membunuh oranglain. Selain itu juga mejaga akal, karena demikian khamr 

dapat membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Menjauhi khamr juga 

menjaga  harta  kita  dari  hal  yang  tidak  berguna,  yaitu  membeli  khamr  itu 

sendiri.  Menjaga  nasab,  dengan  tidak  meminum  minuman  keras  dapat 

mencegah kita untuk merusak nasab. Ketika dalam keadaan mabuk seseorang 

tidak akan sadar denganapa yang ia lakukan, bisa saja ia memperkosa oranglain 

atau bahkan melakukan hal yang tidak senonoh.
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Demikian betapa minuma keras sangat berpengaruh terhadap prinsip- 

prinsip islam.   Dalam Al-Qur‟an hukum meminuman minuman keras sudah 

dijelaskan  keharamannya,  permasalahan  mengenai  ayat  khamr  diturunkan 

secara bertahap. Pada tahapan pertama, ayat yang diturunkan adalah Qs. An- 

Nahl : 67 yang berbunyi sebagai berikut : 
 
 ٌَ نِكَ لَءَايَةً نِّقىَْوٍ يعَْ قِهىُ ٌَّ فِى رََٰ ُُّْ سَكَشًا وَسِصْقاً حَسَُاً ۗ إِ ٌَ يِ َّخِزوُ ةِ تتَ تِ ٱنَُّخِيمِ وَٱلْْعَََُْٰ شََٰ ًَ  وَيٍِ ثَ
 
“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan 
dan rezeki  yang baik.  Sesunggguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

13
” 

Maksud  ayat  diatas  menjelaskan  bahwasannya  dari  buah  kurma  dan 

anggur dapat menghasilkan minuman yang memabukkan dan ada juga yang 

menghasilkan rizki. Dalam tafsir al- wajiz karya Wahbah Zuhaili disebutkan 

bahwasannya : 

“Allah menciptakan bagi para hamba-Nya buah kurma dan anggur berbagai 

macam kegunaaan dan kemaslahatan bagi mereka, yang berbentuk rizki yang 

baik yang dikonsumsi oleh para manusia dalam keadaan segar, matang, siap 

saji dan bisa disimpan dan sebagai makanan dan minuman yang bisa dijadikan 

jus dan fermentasinya dan minuman keras yang sebelumnya halal 

diperbolehkan.  Kemudian  Allah  menaskh  (menghapus)  halalnya  minuman 

yang  memabukkan  dan  menggantikannya dengan  barang barang  yang  baik 

seperti jenis jenis nabidz (hasil fermentasi dari buah) dan berbagai macam 

minuman yang lezat dan diperbolehkan. Oleh karena itu ada orang yang 

berpendapat maksud „memabukkan' di sini adalah makanan dan minuman yang 

nikmat. pendapat ini lebih utama daripada pendapat yang pertama. Allah 

berfirman ”sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda 

(kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan” Yaitu memikirkan tentang 

kesempurnaan kekuasaan Allah, karena Dia mengeluarkannya dari pepohonan 

yang mirip dengan kayu bakar, kemudian berubah menjadi buah buahan yang 

lezat, enak dimakan dan baik. Dan (itu membuktikan) meratanya cakupan 

rahmatNya karena ia mearat pada seluruh hamba-Nya, memudahkannya bagi 

mereka,  (menunjukan)  bahwa  Dialah  sesembahan  yang  (berhak)  diibadahi 

semata, sebab Allah satu satunya Dzat yang (mampu) melakukan itu.
14

” 
 
 
 

 
13 Al-Qur‟an dan Terjemah 
14 

Wahbah Zuhaili, Tafsir al- Wajiz,(Syuriah: Daar al-Fikr,t.t.)
 
 

 

Demikian   ayat   diatas   adalah   ayat   yang   turun   sebelum   adanya 

pengharaman  mengenai  khamr.  Kemudian  pada tahap  kedua  Allah 
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menurunkan Qs. Al-Baqarah ayat 219, pada ayat tersebut dijelaskan mengenai 

manfaat dan mudharatnya khamr, namun demikian mudharatnya lebih besar 

daripada manfaarnya. Kemudian pada tahap ketiga, Allah melarang khamr 

secara kondisional dengan melarangnya untuk mendekati shalat ketika mabuk, 

hal ini dibuktikan dalam Qs. An-Nisa: 43. 

Kemudian  pada  tahap  terakhir,  Allah  melarang  dan  mengharamkan 
 

minuman keras yang terdapat dalam Qs. Al-Maidah ayat 90: 
 

 

 
مِ ٱنشَّيْطََٰ  ًَ ٍْ عَ ىُ سِجْسٌ يِّ يْسِشُ وَٱلََْْصَابُ وَٱلْْصَْنََٰ ًَ شُ وَٱنْ ًْ ا ٱنْخَ ًَ ا۟ إََِّ ٍَ ءَايَُىَُٰٓ َٰٓأيَُّهَا ٱنَّزِي فَٱجْتَُثِىُُِ ٍِ يََٰ

ٌَ  ىْ نعَهََّكُ   تفُْهِحُى
 

 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
 
(berkorban  untuk)  berhala, mengundi  nasib  dengan  panah,  adalah termasuk 
 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan (Al- Maidah: 90).
15

” 
 

Dengan demikian sudah jelas bahwasnnya khamr ini merupakan sesuatu 

yang dilarang. Adapun dalam hadits dijelaskan mengenai khamr diantaranya 

dalam hadits No.1272 Kitab Bulughul maram : 
 

سَةِ: يِنْ وَعَنْ  ًْ رِ, وَىِيَ يِنْ خَ ًْ رَ رضي الله عنو قاَلَ : )نَزَلَ تحَْرِيْىُ انْخَ ًَ عُ
رُ : يَا خَايَرَ انْعَقْمَ (  ًْ رِ, وَانْعَسَمِ, وَانْحِنْطَةِ, وَانْشَّعِيْرِ وَانْخَ ًْ انْعِنَةِ , وَانتَّ

 يُتَّفَقٌ عهيو
 

 “Umar berkata: telah turun ayat yang mengharamkan arak yang terbuat dari 

lima (bahan), yaitu: anggur, kurma, madu, gandum dan sya'ir. Arak ialah 

sesuatu yang dapat merubah pikiran (akal). Muttafaq Alaihi
16

” 

Hadits diatas menegaskan tentang haramnya arak yang terbuat dari lima 

bahan   diantaranya   ;   anggur,   kurma,   madu,   gandum   dan   syair,  dan 

menjelaskan  bahwasnnya  arak  dapat  merubah  pikiran  dengan  kata  lain 
 
 

 
15

Al-Qur’an dan Terhemah 
16 

Hafidz Ibn Hajr al Asqalanai, Op.CIt., Hal.80
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menghilangkan akal. Dalam hadits lain juga dijelaskan mengenai keharaman 

khamr pada hadits No. 1273 kitab Bulughul Maram : 

ٍْ انَُّْ و شَ سضي الله عُهًا : عَ ًَ ٍِ عُ ٍْ ات ثيِّ صهى الله عهيّ و سهى قَالَ : )كُمُّ يُسْكِشٍ عَ

شٌ , وَكُمُّ يُسْكِشٍ حَشَاوٌ (أخشجّ  ًْ  يسهىخَ

 

 “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa 

Sallam bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang 

memabukkan adalah haram." Riwayat Muslim” 

Hadits diatas menjelaskan mengenai keharaman setiap minuman yang 

memabukkan. Minuman yang memabukkan  yaitu arak. Hadits lain  yang 

menjelaskan mengenai khamr terdapat dalam hadits No. 1274 : 

ٌّ سسىل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : )يَا أسَْكَشَ كَثِيْشُُِ , فَقهَِيْهُُّ حَشَاوٌ (  ٍْ جَاتشٍِ سضي الله عُّ أ وَعَ

 أحًذُ , وَالْستعة . و صححّ اتٍ حثاٌّأخشجّ 
 
 

“Dari  Jabir  bahwa  Rasulullah  Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam  bersabda: 
 

„Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram.‟ Riwayat 
 

Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.” 
 

Hadits diatas menjelaskan mengenai keharaman khamar baik sedikit 

maupun  banyak  kadarnya.  Tentu  hal  ini  menjadi  suatu  hal  yang  harus 

dijauhi.  Sebagai  warga  Indonesia  yang berpegang teguh  pada pancasila, 

tentu  Indonesia  mempunyai  hukum  yang dapat  mennanggulangi  hal  ini, 

terlebih khusus Aceh yang merupakan daerah yang didominasi oleh umat 

muslim,  tentu ada beberapa hal  yang   mengacu  pada hukum  keislaman 

mengenai sanksi bagi peminum ataupun penjual khamr. Daerah lain yang 

menjadi acuan penulis adalah kabupaten purwakarta, dimana purwakarta ini 

merupakan daerah yang terkenal menjadi tempat lahirnya para tokoh 

negarawan dan pahlawan nasional. Dengan demikian penting adanya 

penelitian yang membandingkan kedua daerah diatas mengenai sanksi bagi 

peminum dan penjual minuman keras dan mencari relevansinya dengan 

hukum islam berdasarkan Imam Syafii, yang merupakan imam yang 

dijadikan pedoman madzhab syafi‟i, madzhab yang dominan diIndonesia.
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F.  Hasil Penelitian Terdahulu 
 

Analisis mengenai sanksi bagi peminum dan penjual minuman keras 

memang banyak ditemukan, namun diantaranya tidak secara spesifisik 

dijelaskan berkenaan dengan perbandingan hukum yang terjadi bagi 

peminum dan penjual minuman keras dalam Qanun Aceh dan Perda 

Kabupaten Purwakarta. Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam 

penelitian, maka penulis akan mnguraikan beberapa penelitian sebelumnya 

yang penulis temukan. 

Pada tahun 2012, Syariffudin Usman menulis jurnal penelitian dalam 

jurnal  legitimasi  dengan  judul  Tindak Pidana Minuman  Khamar  Dalam 

Qanun  Provinsi  Aceh  No.  12  Tahun  2003  Analisa  Konsep  Hudûd  dan 

Ta’zîr, tulisan ini membahas mengenai analisis tindak pidana terhadap 

minuman khamar berdasarkan Qanun Aceh dengan menganlisa Qanun 

tersebut menggunakan konsep hudud dan ta‟zir. Dalam tulisannya 

Syariffudin Usman menyimpulkan bahwasannya hukuman hudûd berupa 

cambukan yang diterapkan di Aceh lebih efektif, karena selain memberi rasa 

malu pada pelanggar , juga tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis 

hukuman  hudûd  juga  mempunyai  dampak  yang  baik  terhadap  anggaran 

biaya yang harus ditanggung pemerintah, karena anggarannya menjadi lebih 

murah dibandingkan dengan jenis hukuman yang berlaku secara menyeluruh 

diIndonesia seperti KUHP. 

Pada   tahun   2015,   Angga   Wijaya   menulis   skripsi   dengan   judul 
 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 
 

2007 Tentang Larangan Pelacuran Dan Minuman Keras Dihubungkan 

Dengan Siyasah Dusturiyah dalam tulisannya Angga membahas mengenai 

pelaksanaan Perda Kabupaten Purwakarta mengenai larangan pelacuran dan 

minuman keras, dalam penelitiannya Angga mendapatkan kesimpulan 

bahwasannya ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanan Perda 

Kabupaten Purwakarta No. 13 Tahun 2007 yaitu dikarenakan oleh faktor 

dari luar (ekstern) yaitu dengan banyaknya pendatang dari luar daerah dan
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faktor interen yaitu adanya oknum aparat yang bertidak sebagai backing dari 

perbuatan pelacuran dan minuman keras. Angga juga meninjau pelaksanaan 

perda tersebut dari aspek siyasah dusturiyah telah sejalan dengan tujuan 

syariat Islam yaitu dengan terbentuknya suatu pemerintahan dengan tujuan 

untuk melindungi rakyatnya serta meciptakan kemaslahatan umat. 

Pada tahun 2018, Munawir Sajali menulis penelitian skripsi dengan 

judul Pelaksanaan Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Hukum 

Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Diwilayah Kota Banda 

Aceh). Skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai 

efektivitas pelaksanaan sanksi hukuman cambuk dalam Qanun Aceh. Dalam 

tulisannya Munawwir menjelaskan bahwa hukuman Qanun Jinayat Aceh 

mengadopsi hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam 

maupun dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian 

yang  digunakan  dalam  penelitiannya  menggunakan  metode  penelitian 

hukum normatif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Munawwir Sajali 

juga menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang 

diterapkan di Aceh sangat efektif untuk memberikan suatu pelajaran kepada 

pelaku dan masyarakat lainnya. 

Berdasarkan penelaahan terhadap literature diatas, penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. 

Penelitian ini mengacu pada perbandingan hukum antara perda kabupaten 

Purwakarta dan Qanun Aceh mengenai sanksi terhdap minuman keras serta 

relevansinya terhadap pandangan imam Syafi‟I mengenai sanksi minuman 

keras. 

 
 

G. Langkah-Langkah Penelitian 
 

Suatu penelitian terhadap suatu  ilmu pengetahuan terdapat tata cara 

pelaksanakannya  diantaranya  adalah  :  kegiatan  mencari,  merumuskan,
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mencatat,   serta   menganalisa   data   hingga   menyusun   suatu   laporan 

berdasarkan suatu fakta ilmiah
17

. 

1.   Jenis Penelitian 
 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

yaitu pendekatan yang merujuk pada analisa mengenai data-data yang 

kemudian dihubungkan  dengan suatu permasalahan utnuk diteliti hingga 

menghasilkan suatu kesimpulan. Dan dikategorikan sebagai penelitian 

pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku- 

buku sebagai sumber data sehinngga dalam penelitian ini dapat dipusatkan 

pada kajian data serta buku-buku yang relevan
18

. 
 

2.   Metode Penelitian 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan atau 

disebut juga dengan comparative approach dengan membandingkan antara 

hukum daerah yaitu Qanun Aceh dan Perda Kabupaten Purwakarta tentang 

sanksi minuman keras. 

3.   Sumber Data 
 

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data sebagai bahan 

penulisan diantaranya sebagai berikut : 

a.   Sumber Data Primer 
 

Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014, Perda Kabupaten Purwakarta No. 13 
 

Tahun 2007, Kitab Al-Umm Karya Imam Syafi‟I, Kitab Mukhtashar Al- 

Muzani Karya Al-Muzani. 

b.   Sumber Data Sekunder 
 

Kitab Bulughul Maram Karya Ibn Hajar Al-Asqolani, Al-Qur‟an dan 
 

Terjemah, Tindak Pidana Minuman Khamr Dalam Qanun Aceh No. 12 
 

Tahun 2003 Karya Syarifuddin Usman, Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Larangan 

Pelacuran   Dan   Minuman   Keras   Dihubungkan   Dengan   Siyasah 

Dusturiyah Karya Angga Wijaya, Pelaksanaan Qanun Aceh Nomer 6 
 

17
Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, (Bandung, 

Alfabeta,2017),hlm. 25 
18

Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, (Yogyakarta: Andi Offset,1990)
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Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi 
 

Kasus Diwilayah Kota Banda Aceh) Karya Munawir Sajali. 

c.   Sumber Tersier 

Kamus  yang membantu  dalam    penerjemahan  kitab,  serta situs-situs 

internet yang berkaitan. 

4.   Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalag dengan studi 

kepustakaan, kemudian  menganalisi  serta menelaah  hukum  Qanun  Aceh 

Nomer 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Purwakarta No. 13 Tahun 2007 

kemudian membandingkan kedua hukum tersebut, serta membaca berbagai 

literasi berupa buku, kitab, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian. 

Serta menganalisa relevansi perbandingan hukm tersebut dengan pandangan 

Imam Syafi‟i. 

5.   Teknik Analisis Data 
 

Setelah seluruh Data terkumpul, data diolah serta di analisa sesuai 

dengan paduan menulis dengan metode komparatif, yang kemudian 

dilakukan pemaparan data hasil analisa yang kemudian dibandigkan, apakah 

kedua hukum memiliki pendapat yang relevan ataupun brtolak belakan 

dengan  pandangan  imam  Syafi‟i.  dari  kedua  hukum  tersebut  kemudian 

dapat diketahui perbedaan serta relevansinya dengan pandangan Imam 

Syafi‟i 


